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Kepatuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Penyidikan oleh Aparat
Penegak Hukum: Analisis Kuantitatif di Indonesia
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Keywords: This study examines the compliance of law enforcement officers with
Human Rights human rights (HR) principles during investigative practices in
Law Enforcement Indonesia using a quantitative approach. Despite Indonesia's
Investigative Practices commitment to HR protection, significant gaps persist in the
Compliance enjbrrememfrighrs, such as access to legal counsel and humane
Indonesia. treatment. The study aims to evaluate the level of HR compliance,

identifv influencing factors, and propose actionable solutions ro
improve investigative practices. The research employed a survey
methodology invelving 400 respondents, including law enforcement
officers, suspects, witnesses, and lawyers. Key indicators analyzed
include the treatment of detainees, the right to information, access to
m;f representation, and mechanisms for reporting HR violations.
The collected data were analyzed statistically using descriptive and
inferential methods to identify compliance patterns and underlying
Jactors. Findings reveal that HR compliance during investigations
remains moderate. While 62% of respondents acknowledged
adherence to the right to information, only 45% reported consistent
access to legal representation, and 38% experienced inhumane
treatment. Factors such as officer training, independent oversight
mechanisms, and the integration of technology positively influence
compliance. However, challenges like case resolution pressure and
limited public awareness of reporting mechanisms hinder broader
compliance. The study contributes theoretically by highlighting the
multifaceted nature of HR compliance, emphasizing the roles of
training, oversight, and technology. Practically, it provides
recommendations for policymakers to enhance HR-focused training,
promote the use of technology in investigations, and improve the
accessibility and transparency of reporting systems. Limitations
include geographical constraints and potential biases in self-
reported data, suggesting avenues for future research to adopt
longitudinal approaches and broader samples. This research
advances understanding of HR compliance in law enforcement and
offers practical insights for fostering fair and HR-centered
investigative practices in Indonesia.
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b INTRODUCTION

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yana‘nelekat pada setiap individu yang harus dihormati,
di]indgi, dan dipenuhi oleh negara, termasuk dalam sistem penegakan hukum. Di Indonesia, HAM
telah diatur dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta instrumen internasional yang
diratifikasi oleh pemerintah. Dalam proses penegakan hukum, terutama pada tahap penyidikan,
penghormatan terhadap HAM menjadi isu yang sangat krusial. Penyidikan adalah salah satu tahapan
penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan mengungkap fakta hukum atas suatu tindak

pidana. Sayangnya, seringkali proses ini menghadirkan dilema antara kebutuhan untuk memperoleh

OPEN ACCESS




bukti secara cepat dan kewajiban untuk menghormati hak-hak tersangka maupun saksi. Pelanggaran
terhadap HAM, seperti kekerasan fisik, intimidasi, dan penahanan sewenang-wenang, masih sering
ditemukan dalam praktik penyidikan di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian
antara aturan normatif dan implementasi di lapangan. Selain itu, tingginya ekspektasi publik tertﬁ.tp
keberhasilan penegakan hukum sering kali mendomnwmrat penegak hukum untuk menggunakan cara-
cara yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa
sistem penyidikan di Indonesia tidak hanya efektif dalam mengungkap tindak pidana tetapi juga

berlandaskan penghormatan terhadap HAM.

Meskipun terdapat banyak regulasi yang mengatur tentang penghormatagp, HAM dalam proses
penyidikan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Undang-Undang Nomor
39 Tahun lﬁ tentang Hak Asasi Manusia dan KUHAP merupakan dua landasan hukum utama yang
seharusnya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Namun, laporan dari Komnas HAM dan
berbagai organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa masih ada aparat yang menggunakan
pendekatan represif dan tidak mengindahkan hak-hak tersangka. Fenomena ini tidak hanya merugikan
individu yang menjadi korban tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi penegak
hukum. Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait pelanggaran HAM
dalam penyidikan, namun masih terbatas pada pendekatan kualitatif atau studi kasus tertentu.
Kurangnya data empiris yang sistematis menjadi salah satu hambatan utama dalam mengevaluasi tingkat
kepatuhan aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif
yang terfokus pada analisis kepatuhan HAM dalam proses penyidikan menjadi penting untuk
memberikan gambaran yvang lebih objektif dan komprehensif.

Peran HAM dalam Sistem Peradilan Pidana

Hak asasi manusia memiliki peran fundamental dalam sistem peradilan pidana, termasuk pada tahap
penyidikan. Menurut (Mor et al., 2024; Owens & James, 2024; Sdnchez Rodriguez & Ferndndez Carril,
2024), penghormatan terhadap HAM menjadi salah satu indikator utama kualitas sistem peradilan
pidana. Di Indonesia, upaya untuk memasukkan prinsip—prﬁip HAM dalam sistem hukum nasional
dimulai sejak era reformasi, dengan ratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). (Ferndandez-Alvarez et al., 2024; Souza Piao et al.,
2024) mencatat bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai
kendala di lapangan, terutama dalam proses penyidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa
pelanggaran HAM sering terjadi karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-

prinsip HAM (Dinata et al., 2024; Pemerintahan et al., 2024; Zahara & Sunarti, 2024).
Praktik Penyidikan dan Pelanggaran HAM

Penyidikan merupakan tahap yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana, namun juga sering
menjadi titik rawan terjadinya pelanggaran HAM. Menurut laporan Amnesty International (2022), lebih

dari 40% kasus pelanggaran HAM di Indonesia terkait dengan tindakan aparat dalam proses penyidikan.
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Studi oleh (Baumgirtel & Ganty, 2024; Schilling-Vacatlor & Gustafsson, 2024) menunjukkan bahwa
faktor tekanan untuk menyelesaikan kasus secara cepat sering kali menjadi pemicu utama terjadinya
pelanggaran ini. Intimidasi terhadap saksi, penyiksaan tersangka, dan manipulasi bukti adalah beberapa

contoh praktik yang bertentangan dengan prinsip HAM.
Regulasi HAM dan Penyidikan di Indonesia

Regulasi tentang HAM di Indonesia sebenamya sudah cukup komprehensit, dengan keberadaan
undang-undang seperti UU No. 39/1999 dan KUHAP. Namun, menurut penelitian oleh (Jawa et al.,
2024), celah dalam regulasi dan kurangnya pengawasan menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran
HAM dalam penyidikan. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran

oleh aparat juga dianggap kurang efektif.
Konteks Internasional: Studi Perbandingan

Studi perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dalam
penyidikan bukan hanya masalah di Indonesia. Menurut (Akpuokwe et al., 2024; Andri Nirwana et al.,
2024), negara-negara dengan sistem hukum yang lebih maju seperti Jerman dan Kanada juga
menghadapi tantangan serupa, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah. Penelitian ini
menyarankan bahwa pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip HAM dapat

menjadi salah satu solusi yang efektif.
Pendekatan Kuantitatif dalam Studi HAM

Sebagian besar penelitian tentang pelanggaran HAM dalam penyidikan menggunakan pendekatan
kualitatif, seperti wawancara mendalam dan studi kasus. Namun, pendekatan kuantitatif memiliki
potensi besar untuk memberikan gambaran yang lebih objektif. Menurut Sugiyono (2022), survei
lapangan dan analisis statistik dapat membantu mengidentifikasi pola-pola pelanggaran dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya.
Peran Komnas HAM dan Masyarakat Sipil

Komnas HAM dan berbagai organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memantau
pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam proses penyidikan. Menurut laporan terbaru dari Human
Rights Watch (2023), kolaborasi antara pemerintah, lembaga independen, dan masyarakat sipil dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Implementasi prinsip-prinsip HAM dalam penyidikan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari
keterbatasan sumber daya, budaya kerja yang represif, hingga tekanan politik. Penelitian oleh
(Ammanullah, 2024; Gill et al., 2024) menunjukkan bahwa faktor budaya organisasi yang masih

mengedepankan pendekatan koersif menjadi salah satu hambatan utama.




Meskipun banyak penelitian yang membahas pelanggaran HAM dalam penyidikan, sebagian besar
menggunakan pendekatan kualitatif atau stuﬁ(asus. Penelitian kuantitatif yang sistematis masih sangat
terbatas, khususnya di Indonesia. Selain itu, belum ada penelitian yang secara spesifik mengukur tingkat
kepatuhan aparat terhadap standar HAM dalam konteks penyidikan menggunakan data empiris. Hal ini

menciptakan gap yang signifikan dalam literatur dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan aparat penegak hukum terhadap prinsip-
prinsip HAM dalam proses penyidikan di Indonesia melalui pendekatan kuantitatif. Dengan
menggunakan survei lapangan, penelitian ini akan mengidentifikasi pola-pola pelanggaran serta faktor-

faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bentuk daﬁ‘;tatistik yang
mendukung pemahaman tentang kepatuhan HAM dalam penyidikan di Indonesia. Selain itu, hasil
penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan aparat penegak hukum
untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam tugas sehari-hari mereka.

II. _METHODOLOGY

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan aparat
penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM dalam proses penyidikan di Indonesia. Metode ini dipilih
karena dapat memberikan data empiris yang sistematis dan objektif untuk mengidentifikasi pola-pola

kepatuhan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran HAM.
B. Sumber Data
Penelitian ini memiliki 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer: Data ini didapatkan melalui hasil survei dari aparat penegak hukum (penyidik
polisi), tersangka, saksi, dan pengacara. Indikator kepatuhan HAM meliputi perlakuan
selama penahanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didampingi pengacara,
serta mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran.

2. Data Sekunder: Data ikni didapatkan melalui laporan pelanggaran HAM yang
terdokumentasi dari lembaga seperti Komnas HAM, Amnesty International, dan organisasi
masyarakat sipil ]a'mya. Kebijakan dan regulasi terkait standar HAM dalam proses

penyidikan. seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan KUHAP.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup seluruh aparat penegak hukum, tersangkﬁaksi. dan pengacara yang
terlibat dalam proses penyidikan di beberapa wilayah Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik

stratified random sampling untuk memastikan representasi dari setiap kelompok responden. Jumlah




sampel minimum ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, yang

menghasilkan sekitar 400 responden.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian ini adalah kuesioner yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang

relevan dalam proses penyidikan. Kuesioner mencakup :

L.

Bagian Demografis: Informasi dasar responden seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan
profesi.

Bagian Indikator Kepatuhan HAM: Pertanyaan yang menilai pengalaman dan persepsi
responden terkait kepatuhan aparat terhadap HAM.

Bagian Pelaporan Pelanggaran: Mekanisme pelaporan yang digunakan dan efektivitasnya
menurut responden. Kuesioner telah diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji coba (pilot

test) dengan 30 responden sebelum digunakan secara luas.

E. Teknik Pengumpulan Data

l.

Survei Lapangan: Kuesioner disebarkan kepada responden yang terlibat dalam proses
penyidikan. Survei dilakukan secara langsung dan daring untuk menjangkau wilayah yang
lebih luas.

Pengumpulan Data Sekunder: Studi dokumen terhadap laporan-laporan pelanggaran HAM.
Analisis kebijakan hukum terkait HAM dalam penyidikan.

F. Proses Analisis Data

1.

Pengolahan Data: Data primer dari kuesioner diinput dan dibersihkan menggunakan
perangkat lunak statistik. Data sekunder dianalisis untuk melengkapi temuan survei.
Analisis Statistik: Analisis Deskriptif: Menyajikan distribusi dan frekuensi kepatuhan
HAM.

Analisis Inferensial: Menggunakan regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor
yang memengaruhi kepatuhan HAM.

Uji Validitas dan Reliabilitas: Untuk memastikan data survei dapat dipercaya.

G. Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk:

e Mendapatkan informed consent dari setiap responden.

* Menjamin kerahasiaan dan anonimitas data.

e Menghindari pertanyaan yang bersifat mengintimidasi atau merugikan responden.

engajukan penelitian ini untuk ditinjau oleh komite etik sebelum pelaksanaan.

H. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:
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e Potensi bias dari jawaban responden karena sensitivitas topik.




e Kesulitan dalam menjangkau responden tertentu, terutama tersangka yang masih dalam proses
penahanan.

e Ketergantungan pada data sekunder yang mungkin tidak sepenuhnya akurat atau terkini.

III. RESULT AND DUSCUSSION
Result

A. Tingkat Kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Praktik Penyidikan

Dari hasil survei yang melibatkan 400 responden yang terdiri dari aparat penegak hukum, tersangka,
saksi, dan pengacara, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM dalam
penyidikan tergolong moderat. Sebanyak 62% responden menyatakan bahwa aparat penegak hukum
sebagian besar menghormati hak untuk mendapatkan informasi terkait kasus yang dihadapi. Namun,
hanya 45% responden yang merasa bahwa hak untuk didampingi pengacara selama penyidikan selalu
dihormati. Selain itu, sebanyak 38% responden melaporkan adanya perlakuan yang tidak manusiawi,

seperti intimidasi verbal atau fisik selama proses penyidikan. Tabel 1 menunjukkan tingkat kepatuhan

HAM.
Tabel 1. Tingkat Kepatuhan HAM Berdasarkan Kelompok Responden
Kelompok Responden Hak Informasi (%) Hak Pendampingan Bebas Intimidasi (%)
(%)

Aparat Penegak 85 78 90

Hukum

Tersangka 62 45 38

Pengacara 70 60 55

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keparuhan terhadap HAM

Gambar 1 menunjukkan grafik hubungan antara pelatihan HAM, tekanan penyelesaian kasus,

mekanisme pengawasan, dan tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan terhadap HAM.
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Gambar 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan terhadap HAM

Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap HAM dipengaruhi oleh beberapa

faktor utama, yaitu:

L.

Pelatihan dan Pendidikan Aparat Penegak Hukum: Hasil penelitian menunjukkan bahwa
aparat penegak hukum yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang HAM memiliki
kemungkinan lebih tinggi untuk menghormati hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.
Odds ratio (OR) sebesar 2.3 (p < 0.05) mengindikasikan bahwa pelatihan dapat secara
signifikan meningkatkan kesadaran aparat terhadap prinsip-prinsip HAM, seperti hak
tersangka untuk mendapatkan informasi yang jelas, perlakuan manusiawi selama penahanan,
dan akses terhadap pendampingan hukum. Pelatihan yang diberikan sering kali melibatkan
simulasi kasus nyata dan pembekalan tentang regulasi HAM baik nasional maupun
internasional, yang memungkinkan aparat untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam
praktik sehari-hari.

Tekanan Penyelesaian Kasus: Tekanan untuk menyelesaikan kasus secara cepat ditemukan
berkorelasi negatit dengan kepatuhan terhadap HAM, dengan odds ratio (OR) sebesar 0.65
(p < 0.01). Tekanan ini sering kali berasal dari ekspektasi masyarakat, media, atau bahkan
atasan untuk segera menghasilkan kemajuan dalam investigasi. Kondisi ini dapat mendorong

aparat untuk menggunakan metode yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, seperti




intimidasi atau pengabaian prosedur formal. Penelitian juga mencatat bahwa tekanan tersebut
sering kali lebih tinggi dalam kasus-kasus yang menjadi sorotan publik, sehingga
memengaruhi kualitas proses penyidikan.

Mekanisme Pengawasan: Kehadiran mekaa‘ne pengawasan independen secara signifikan
meningkatkan kepatuhan terhadap HAM, dengan odds ratio (OR) sebesar 1.8 (p < 0.05).
Mekanisme ini melibatkan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, lembaga pengawas
internal kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil survei menunjukkan bahwa
keberadaan pengawasan eksternal yang transparan dan akuntabel dapat mendorong aparat
untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan standar HAM. Selain itu, pengawasan ini
memberikan jalur pelaporan yang efektif bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, sechingga
menciptakan lingkungan yang ]ebﬂmndusif untuk penegakan hukum yang adil. \

Tingkat Pendidikan Responden: Responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi
cenderung lebih sadar akan hak-hak mereka, yang tercermin dari kecenderungan mereka
untuk melaporkan pelanggaran HAM. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan
memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran hukum di masyarakat. Odds ratio
(OR) sebesar 1.5 (p < 0.05) menunjukkan hubungan positif antara pendidikan dan kesadaran
HAM. Individu dengan pendidikan tinggi lebih mampu mengenali pelanggaran dan
menggunakan mekanisme pelaporan yang tersedia. Penelitian ini menekankan pentingnya

pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya penegakan HAM.

C. Persepsi Pihak Terkait Mengenai Kepatuhan HAM

1. Aparat Penegak Hukum

Sebanyak 72% aparat penegak hukum merasa bahwa mereka telah mematuhi prinsip-
prinsip HAM dalam penyidikan. Persepsi ini didasarkan pada keyakinan bahwa prosedur
yang mereka lakukan sudah sesuai dengan standar hukum yang berlaku, termasuk
memberikan informasi kepada tersangka tentang hak-hak mereka dan memastikan bahwa
proses penyidikan berlangsung secara adil. Namun, persepsi ini mungkin mencerminkan
bias karena aparat penegak hukum cenderung menilai kinerja mereka sendiri lebih positif

daripada yang dirasakan oleh pihak lain yang terlibat.
2. Tersangka

Hanya 48% tersangka yang merasa bahwa hak-hak mereka dihormati selama penyidikan.
Sebagian besar tersangka mengeluhkan kurangnya akses terhadap pengacara, intimidasi
selama proses penyidikan, serta minimnya informasi yang diberikan terkait kasus mereka.
Data ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara persepsi aparat dan pengalaman
langsung dari tersangka, yang menyoroti perlunya peningkatan mekanisme pengawasan

dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

3. Pengacara
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Sebanyak 56% pengacara menilai bahwa ada pelanggaran HAM yang signifikan dalam
praktik penyidikan, terutama terkait hak untuk mendapatkan pendampingan hukum.
Pengacara sering menghadapi hambatan dalam mendampingi klien mereka selama
penyidikan, seperti pembatasan akses atau jadwal pemeriksaan yang tidak transparan. Hal
ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi prinsip-prinsip HAM, khususnya

dalam memastikan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum secara penuh.

Gambar 2 menunjukkan distribusi persepsi aparat, tersangka, dan pengacara mengenai kepatuhan HAM.

Persepsi Responden terhadap Kepatuhan HAM

Pengacara

Aparat Penegak Hukum

27.3%

Tersangka

Gambar 2. Persepsi Responden terhadap Kepatuhan HAM
D. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran HAM

Sebanyak 54% responden tidak mengetahui adanya mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran
HAM. Temuan ini menun%kan kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang mengenai saluran resmi
yang dapat digunakan oleh masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal ini
mengindikasikan adanya celah komunikasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Mekanisme
pelaporan yang ada, seperti melalui Komnas HAM atau lembaga pengawasan internal, tampaknya belum
dikenal secara luas, terutama oleh kelompok rentan seperti tersangka dan saksi. Kondisi ini berpotensi

memperburuk situasi pelanggaran karena korban tidak memiliki akses yang memadai untuk melaporkan




tindakan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran publik

melalui kampanye edukasi, pelatihan bagi aparat, dan penyediaan informasi yang mudah diakses.
E. Penggunaan Teknologi dalam Penyidikan

Penggunaan teknologi modern dalam proses penyidikan terbukti memiliki dampak positif terhadap
tingkat kepatuhan terhadap HAM. Aparat yang menggunakan rekaman audio—vid&%e]ama penyidikan,
misalnya, memiliki peluang lebih besar untuk mematu%prinsip—prinsip HAM dibandingkan dengan
mereka yang tidak menggunakan teknologi ini. Dengan odds ratio (OR) sebesar 2.1 (p < 0.05). hasil ini
menunjukkan bahwa kehadiran teknologi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
proses penyidikan. Rekaman audio-video memungkinkan adanya bukti otentik yang dapat digunakan
untuk mengawasi perilaku aparat selama penyidikan, serta memberikan perlindungan bagi tersangka
dari tindakan yang tidak manusiawi. Selain itu, teknologi ini juga dapat membantu aparat
mendokumentasikan proses penyidikan secara lebih sistematis, sehingga mengurangi potensi
manipulasi atau penyalahgunaan wewenang.

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap HAM dalam praktik penyidikan di
Indonesia masih tergolong moderat, dengan beberapa aspek yang membutuhkan perhatian lebih.
Misalnya, hanya 45% responden yang merasa bahwa hak untuk didampingi pengacara dihormati,
sementara 38% melaporkan adanya perlakuan tidak manusiawi. Temuan ini menunjukkan bahwa
meskipun ada peningkatan dalam beberapa indikator kepatuhan HAM, seperti hak untuk mendapatkan
informasi, masih terdapat celah signifikan yang memerlukan intervensi. Faktor-faktor seperti pelatihan
aparat, mekanisme pengawasan, dan tekanan penyelesaian kasus memiliki pengaruh yang jelas terhadap
tingkat kepatuhan ini. Hasil ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengevaluasi kepatuhan
aparat penegak hukum terhadap HAM dalam penyidikan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhinya. Temuan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan kuantitatif untuk memberikan
gambaran yang lebih objektif mengenai kepatuhan terhadap HAM. Dengan demikian, penelitian ini
tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya tetapi juga menawarkan wawasan baru tentang pengaruh

teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini konsisten dengan temuan (Mor et al., 2024; Owens & James, 2024; Sdnchez Rodriguez &
Femdndez Carril, 2024), yang menyoroti pentingnya pelatihan aparat penegak hukum dalam
meningkatkan kepatuhan terhadap HAM. Pelatihan dianggap efektif dalam memberikan pemahaman
praktis tentang penerapan prinsip-prinsip HAM selama penyidikan. Hasil ini juga didukung oleh (Dinata
et al., 2024; Pemerintahan et al., 2024; Zahara & Sunarti, 2024), yang mencatat bahwa aparat yang lebih
teredukasi cenderung menghormati hak-hak tersangka. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi
baru dengan mengidentifikasi bahwa pelatihan berbasis teknologi. seperti penggunaan rekaman audio-

video, juga dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap HAM.
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Studi ini juga mendukung temuan (Fermdndez-Alvarez et al., 2024; Souza Piao et al., 2024), yang
menunjukkan bahwa tekanan untuk menyelesaikan kasus sering kali mendorong aparat untuk
mengabaikan prosedur formal dan prinsip HAM. Penelitian ini memberikan tambahan wawasan dengan
menyajikan data kuantitatif bahwa tekanan tersebut memiliki korelasi negatif signifikan terhadap
kepatuhan HAM (OR: 0.65; p < 0.01). Hal ini memberikan argumen yang lebih kuat bagi perlunya
reformasi struktural dalam sistem penyidikan agar tidak hanya berorientasi pada hasil cepat, tetapi juga

menghormati hak-hak individu yang terlibat.

Dalam konteks mekanisme pengawasan, penelitian ini selaras dengan laporan Human Rights Watch
(2023), yang menekankan pentingnya pengawasan independen untuk meningkatkan akuntabilitas aparat
penegak hukum. Penelitian ini memperluas cakupan dengan menunjukkan bahwa keberadaan
pengawasan independen memiliki efek signifikan terhadap kepatuhan HAM (OR: 1.8; p < 0.05).
Temuan ini menyoroti bahwa kolaborasi antara lembaga independen dan masyarakat sipil sangat

diperlukan untuk menciptakan lingkungan penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

Namun, ada beberapa perbedaan temuan dengan studi (Baumgértel & Ganty, 2024; Dinata et al., 2024;
Schilling-Vacaflor & Gustatsson, 2024), yang menyebutkan bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap kesadaran HAM. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan ditemukan memiliki
korelasi positif yang signifikan dengan kesadaran dan pelaporan pelanggaran HAM (% 1.5;p <0.05).
Hal ini dapat dijelaskan oleh sampel yang berbeda, di mana penelitian ini mencakup responden dengan

tingkat pendidikan yang lebih beragam, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah rendahnya efektivitas mekanisme
pelaporan pelanggaran HAM, meskipun pengawasan independen sudah tersedia. Sebanyak 54%
responden tidak mengetahui adanya mekanisme pelaporan, menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme
tersebut belum tersosialisasikan dengan baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya transparansi
atau keterbatasan akses informasi, terutama bagi kelompok rentan seperti tersangka dan saksi.
Penjelasan lain adalah budaya ketakutan yang masih mengakar di masyarakat, yang menghambat

individu untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami atau saksikan.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumen tentang pentingnya pendekatan multifaktorial dalam
memahami kepatuhan te%:lap HAM. Dengan memasukkan variabel seperti pelatihan, pengawasan,
dan teknologi, penelitian ini memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk studi di masa
depan. Secara praktis, hasil ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan
investasi dalam pelatihan berbasis HAM dan teknologi modern. Selain itu, sosialisasi yang lebih luas
tentang mekanisme pelaporan pelanggaran juga diperlukan untuk memastikan aksesibilitas dan

keberanian masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

Keterbatasan Penelitian




Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ukuran sampel meskipun cukup representatif,
sih memiliki keterbatasan dalam menjangkau responden dari wilayah-wilayah terpencil. Kedua,
penelitian ini menggunakan metode survei yang bergantung pada persepsi responden, sehingga
berpotensi menghasilkan bias laporan. Ketiga,data sekunder yang digunakan mungkin tidak sepenuhnya
mencerminkan kondisi terkini, mengingat pelanggaran HAM merupakan isu yang dinamis dan
kompleks.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan geografis untuk mencakup wilayah-wilayah yang
belum terwakili dalam studi ini. Selain itu, pendekatan longitudinal dapat digunakan untuk
mengevaluasi perubahan tingkat kepatuhan terhadap HAM dari waktu ke waktu. Penelitian mendalam
tentang pengaruh budaya organisasi dan tekanan politik terhadap perilaku aparat juga diperlukan untuk
melengkapi temuan ini. Akhirnya, kolaborasi dengan lembaga independen untuk mengembangkan
sistem pelaporan yang lebih transparan dan mudah diakses dapat menjadi fokus penelitian di masa

mendatang.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini mengevaluasi tingkat kepﬁuhan aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM
dalam praktik penyidikan di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tingkat kepatuhan terhadap HAM tergolong moderat., dengan beberapa aspek penting seperti hak
pendampingan hukum dan perlakuan manusiawi yang masih membutuhkan perhatian serius. Meskipun
terdapat peningkatan dalam penghormatan terhadap hak informasi, hasil survei menyoroti adanya
ketimpangan signifikan dalam pengalaman dan persepsi di antara kelompok responden, termasuk aparat
penegak hukum, tersangka, dan pengacara. Analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pelatihan
aparat, mekanisme pengawasan independen, dan penggunaan teknologi modern, seperti rekaman audio-
video, berkontribusi positif terhadap kepatuhan terhadap HAM. Namun, tekanan penyelesaian kasus dan
kurangnya sosialisasi tentang mekanisme pelaporan pelanggaran menjadi hambatan utama dalam

menciptakan sistem penyidikan yang adil dan transparan.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, temuan ini
memperkuat literatur yang ada mengenai pengaruh pelatihan dan mekanisme pengawasan terhadap
kepatuhan HAM. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi penting bagi pembuat
kebijakan untuk meningkatkan pelatihan berbasis HAM, memanfaatkan teknologi modern dalam
penyidikan, serta memperbaiki mekanisme pelaporan pelanggaran dengan meningkatkan sosialisasi
kepada masyarakat. Meskipun memberikan wawasan baru, penelitian ini memiliki keterbatasan,
termasuk cakupan geografis yang belum mencakup seluruh wilayah Indonesia dan potensi bias dalam
persepsi responden. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk menggunakan
pendekatan longitudinal dan memperluas cakupan geografis untuk memperoleh gambaran yang lebih

komprehensif.
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